A. Latar Belakang Permasalaban

Keberaduan Pegawam Negen Sipd & Indonesia dirasakan semakim
penting uniuk menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan, Pegawat
Negeri Siptl  merupakan tulang punggung pemenmtah  dalam
menvelengparakan  pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan
nastonal sepert apa yang tolah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1943.

‘Tujuan nastonal tersebut vaitu mehndungi segenap bangsa Indonessa
dan seturuh tumpah darah Indonesia dan uniuk memajukan kesejahieraan
vmem, mencerdaskan keidupan bangsa, dan ikl melaksanakan ketortiban
dunia vang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

‘Tujuan nastonal dalam rangka usaha uniuk mewujudkan masyarakat
madani yang taat hokum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adit
dan bermoral timppi, diperiukan Pegawai Negenn yang merupakan unsure
Aparatur Negara vyang bertugas scbagal abdi  masyarakat yang
menyelenggarakan pelayanan secara adii dan merata, menfaga persatuan dan
kesatuan bangsa denpgan penuh keseliaan kepada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, maka Pemenmtah perdu lebth menmngkatkan hubungan
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funysional kerga amara Pegawal Negen batk di tingkat pusat maupun di

tingkat dacrah,

Satah satu sifat hubungan keria Pegawai Negen variu pember kena
Pegawai MNegeri adalah Pemeriniah Negara Republik Indonesia dengan
tujuan dan maksud untuk menyelenggarakan  kepentingan  umum,
masyarakat, negara, dan pemerintah ’

Pegawai Negeri menurut Pasal 1 butir (1} Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 Tontang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah sctiap warga negam

Repubiik indonesia vang telah momemiu svarat vang ditentukan, diangkat

olch pejabat yang berwenang dan diseralii tugas dalam suatu jabatan neger,

atau

diseraii tugas negara lainiva, dan digaji berdasarkan peraturan

perundang-undangan vang borlaku. Unsur penfing untuk menjadi scorang

Pegawai Megeri yaiu
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Memenuhi syarat-svarat vang telah ditentukan dalam peraturan
perandang-undangan yang herlaku

Diangkat olch pcjabat yang berwenang

Diiserahi mugas dalam suatu Jabatan Negara atan Tugas Negars lainnya
vang drictapkan berdasarkan peraiuran perundangan

Diigaji menurat peraturan perandangan vang betlaku

Adapun yanp terdapat dalam Pasal 2 ayat (1} Undang-Undang Nomor

43 Tahun 1999 Tentanz Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai MNegern terdin

dari ;

' Sastra Diatmika, Marsono, Heukum Kepepmwaian D Indonesia, Djambatan, Jakarta 1979, hal 40




a. Pegawai MNegen Sipd

b. Anggeta Tentara Nastonal indonesia; dan
¢. Angeota Kepolisian Negara Republik indonesia
Pasat 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian, Pegawal Negeri Sipil scbagaimana dimaksud dalam ayat
{1y huruf a terdint dan :
a. Pegawai Negen Sipil Pusay; dan
b. Pegawai Negeri Sipit Daerah
Apar menjamin peayelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan
secara berdayaguna dan berhasiiguma oleh karema u Pembinaan Pegawar
Negeri Sipii periu diatur secara menveiuruh, yaitu dengan pengaturan
pembimaan yang seragam bagt segenap Pegawat Negeri Sipi!, baik pusat
maupun dacreh. Twuan manajemen Pegawai Negen Sipil adalan

{1y Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan wtuk menjamin
penyclenggaraan  lugas pemeriniahan  dan pombangunan  sccara
berdayaguna dan berhasilguna.

(23 Untmk mewujudkan penyelenggaraan ftogas pemennizhan dan
pembangunan schagaimana dimaksud dalam ayat (1)}, diperivkan
Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, adi
meiatyl pembingan yang dilaksanakan berdasarkan sistem  prestast
kerja dan sistem Karier yang dititikberatkan pada sistem prestast kefja.

Oleh sebab itu Pemenntah teiah berupaya sungguh-sungguh uniuk

merumuskannya dalam suatu kerangka peraturan perundang-undangan vang
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semakin lama bertambah sempumna. Sgjak Imdoncsia merdeka telah ada
beberapa Undang-Undang yang mengatur temtang Pegawai Negent dalam
segala aspeknya. Hai ini dapat dilthat di datam Undang-Undang Nomor §
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawatan, Undang-tUndang Nomor 43
sTahun 1999 ientang Perubzhan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Upaya untuk meningkaikan pelaksanaan pembinaan Pegawar Negen
Sipii atas dasar sistem prestasi kerja dan sistemy karier. Pemerintah mengatur
kemball keleniuan mengenal penganpkatan dalam pangkat Pegawai Negen
Sipil dalam Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 12 Tahun 2002
‘temang Perubszhan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawat Negeri Siprl.

Kenaikan Pangkat menurst Pasal 1 buwtir {3) Peraturan Pemenmah
Nomor 92 Tahun 2000 Temtang Kenatkan Pangkat Pegawar Negent Sipil
adalah penghargaan vang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian
Pegawar Negeri Sipt! terhadap Negara. Kenatkan pangkat dilaksamakan
perdasarkan sistom kenatkan pangkat reguler dan sistem kenatkan pangkat
pilthan.

Pada dasarnya kenaikan pangkat yang obyekuf berkattan erat dengan
pendidikan atau latthan, disamping ftu, promos: dan kenatkan pangkat
berhubimpan pula dengan penghasilan. Promost atau kenatkan pangkat adalah

sesuaty yang pada umumnya diidam-idamkan oich masing-inasing Pegawai,




scbab denpan demikian 1a memiliki hak-hak dan kewenangan, Kewenangan
vang lebih besar dari sebelumnya dan berarti menaikkan penghastlannya.
Menjamin obyekiifitas dalam mempertimbangkan dan memberikan
kemaikan pangkat, maka periu drienitukan syarat-syarat kenatkan pangkat.
Syarai-syarat kenatkan pangkat antara lain adalah prestast kegja, disiphin kerja,
kesctiaan, pengabdian, pengataman jabamn, latihan jabatan dan syarat-syarat
obyekiif lainnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang
Kenatkan Panpkat Pegawai Negeri Sipii, Pertode Kenaikan Pangkat Pegawat
negeri Sipi ditciapkan pada tanggal 1 Apni dan 1 Okdober scuap tahun,
kecuali ditenukan lain dalam Peraturan Pemenntah i
Menurui Peraturan Pemeriniah Republik indonesia Nomor 12 fahun
2002 Tenmtang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2K
Tentang Kenatkan Pangkat Pepawai Negeri Sipil Pasal 7, Persyaratan yang
harus dipenuhi agar seorang Pegawai Negeri Sipit dapat diberikan kenatkan
pangkat reguler seiingkat lebth tinggt dari pangkat yang dipangkunya adalah
a. sckurang-kurangnya telah 4 {empat) tahun dalaim pangkat terakhir; atau
b. sctiap unsur pomilatan prosiast kerja sckuranp-kurangnya bermilal baik

dalam 2 {dua) {zhun terakhir.




Kemaikan pangkat pilthan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki
jabatan struktural, jabatan fungsional fertentu, atau jabatan terientu yang
pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan Presigen diberikan dalam
batas jenjang pangkat vang ditentukan uniuk  jabatan yang bersangiutan,
Pasal 12 Peraturan Pemerimtah MNomor 12 Tahun 2002 Temang Kenaikan
Pangkat, Pegawat Negeri Sipil vang yang menduduki jabatan struktural dan
pangkatnya masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah vang
ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnva setingkat lebih
{inggi apabila

a. Telah | (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;

b. sekurang-kurangnya teiah 1 {satu) tatun dalam jabatan sturktural vang
didudukinya;

¢. sctiap umsur pontlatan prestast kerja sckurang-kurangnya bernilar bark
dalam 2 {dua) tahun terakiir,

Berdasarkan Peraturan Pemenmtah Nomor 12 ‘Tahun 2002 dan
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002
Tentang Pelaksanaan Peraturan  Pemcnimiah Nomor 19 Tahun 2000 Temang
Kenatkan pangkat Pegawai Negeri Sipil scbagaimana ielah divbah dengan
Peraturan Pemerimah Nomor 12 ‘Talmm 2002 prosedur darnt permohonan
pengusulan kenatkan pangkal mclewati jaiur yang berbeda sesuai dengan

statits Pegawat Negen Syl {scbagar PINS Pusal atau PNS Dacrah), dan
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golonpan ruang Pegawai Negen Sipil vang diusulkan. Karena Pegawai Negeni
Sipil Pemenmah Kota Yogyakarta adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis terdorong untuk menvyusun
skripst i dengan judul “Pelaksanaan Kenartkan Pangkat Pegawat Negeri Sipit
Draerah D1 Pemenntah Kota Yogyakaria”
B. Perumusan Masaiah
Untuk dapat mencapa: sasaran vang diharapkan penulis memandang
perin untuk meramusikan masaiah vang akan ditelil yatiu
. Bagmimana pelaksanaan kenatkan pangkat Pegawal Negen Sipil Dacrah
& Pemerintah Kota Yogyakarta?
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung daiam kenatkan pangkat
Pegawai Negeri Sipil Daerah di Pemerintah Kota Yogyakaria?
. Tujuar Perclitian
1. Untuk mengeiahui pelaksanaan kenatkan pangkat Pegawatr Negen
Sipii Daerah di Pemenntah Kota Yogyakarta.
2. Uniuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung kenaikan
pangkat Pegawal Negent Sipal Dacrah di Pemnenmmtah Kota Yogyakarta.
. Manfaat Penelitian
a. Bagi limu Pengetahuan, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
perkembangan hukum pada wmamnya dan hukum adminisirasi negars

khususnya.




b. Bagi Permbangunan, dapat membertkan dorongan kepada pemerintahan
dacrah agar pembanguman bisa meratz menuin masvarakat vang nyaman
dan sejahtera.

F. Tmjauan Pastakas
Popawal Negernt scbapat unsur Aparatur Negara, Abdt Negara dan Abdy
Masyarakat berkewajiban mengangkat sumpah/janji vang secara ofentik Giatur
di dalam Persturan Pemerimiah. Pegawat Negen Menurut Pasal 1 butbir (1)
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepepawaian
adaiah sctiap warga pogara Ropublik Indonesta yang tclah memenuhi syarat
yang difentukan, diangkat oich pejabal vang berwenang dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan negen, atau diserahi tugas negara lamnva, dan digaj
perdasarkan peraturan perandang-undangan yang berlaku,
Pegawat Negenn menurat Pasat 2 ayvat (1) Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian terdin dar :
3. Pegawai Negert Sipii;
b. Anggota Teniara Nasional indonesia; dan

¢. Anggota Kcepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (2) Pegawa: Neger: scbagaimana dimaksud dalam ayat {1}
hurat' |, terdin dar ©
a. Pegawai Negeri Sipl Pusat; dan

b. Pegawal Negen Sipil Dacrah.
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Usaha datam ranpka uniuk meninpgkatkan pembinaan Pegawai Negen
Sipil tertemtu ditempuh  kebijaksanaan tersendini dalam proses penetapan
Kenatkan Pangkat. Pembinaan Pegawai adalah proses penmtbentukan sosck
Pegawai yang diinginkan orgamsast, Kegratannya melipuli pembentukan
sikap dan memtal yang loval dan setia pada Pemenntah dan Negara yang
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, peningkatan
keterampiian dan kecakapan melaksanakan tugas organisas:.

Kenatkan Pangkat Menurut Pasal T butir (3) dan butir (4} Peraturan
Pemerinizh Nemor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawal
Megen Sipd, Kenaikan Pangkat dibagi 2 (dua) yattu ;

1. Kenaikan Pangkat Reguler
2. Kenaikan Pangkat Pilthan

Kenatkan pangkat ada 2 yautu kenmatkan pangkat reguler dan kenatkan
pangkai pilinan. Penulis akan iebin menjelaskan tenfang kenalkan pangkat
reguler. Periode kenatkan pangkat Pegawai Negent Sipit ditetapkan pada
tanggai ¥ April dan 1 Okiober setiap iabun, kecuali ditentukan lain datam
Peraturan Pemeritah imi. Bagt Pegawai Negenn Sipii yang dalam daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaannya terdapat unsur penilaian vang bemilai
sedang atau kurang, tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangikainya.

Hubungan hukom antara Pegawai Nepen merupakan hubungan dinas
publik. Hubumpan dinas publik imi tmbul semenjak sescorang mengikatkan

dirinva umtuk junduk pada perintah untuk melaluikan suatu atau beberapa
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macam jabatan terteru. Melakukan suastu atau beberapa jabatan ftu dihargm
dengan pemberian gaji dan beberapa keursfungan lain.

Kenaikan Pangkat Reguler adalah kenaikan pangkat bagi Pegawa:
Negeri Sipil vang telah memenuhi syarat-syarat yang ietah dientukan tanpa
terikat pada jabatan vang dipangkunya. Svaral-syaral kenaikan pangiat
reguler adalah SK terakivir, semua unsur DP3 bermilat batk 76-90. Unswr-
unsur peniiaian peiaksanaan pekerjaan {conduitestaar) meliputi kemampuan
kerfa, kerajinan, kepatuhan {Gisiplin} kerja, hubungan kerja sama, prakarsa
{imsiatily dan kepemumpinan {(Khusus untuk pegawal yang menjabat jabatan
pimpinanj.

Hubungan dinas publik ftu mewujudkan Pegawat vang bersangkutan
tidak menolak (Jadi, menerima dengan tiada syarat) pengangkatannya dalam
suatu fabatan yang iclah diicniukan oleh Pemenntah, Tumbul dan aklurnya
hubungan dinas pubiik Hu tidak fergantung pada suatu pengangkafan atau
suatu pemberhentian dalam/dant suatu jabatan tertentu. Pegawat yang dibent
payi non akiiffuang tunggu (wachigeld) tidak memangku jabatan, tetapi tetap
mempunyal suaiu bubungan dimas publik dengan Pemenntab  scbalikoya
seorang Peiabat yang bekerja urtuk Pemernintah berdasarkan suatu perjanjian
kerja menurut hukum prival tidak mempunyl suatu hubungan dinas dengan

Pemerintah tersebut,
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Y. Mciode Penelitian
Agar memperoleh data yvang akurat dan faktual mempergunakan metode
sebagai berikut :
1. Metode Pengumputan Data
1.Daia Pnmer

Yaitu data yaﬁg diperoleh secara langsung berdasarkan hasil penefitian

di lapangan dengan wawancara dan pedoman wawancara, kuesioner

dan pedoman kucsioner,

b.Data Sekunder

Yaitu data secara tidak iangsung yang diperoich dar :

1) bahan hukum primer, vaitu Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan
Kepegawaian Tlacrah Kota Yogyakarta tahun 206, Undang-
Undang Dasar 1945, Undanpg-Undang Womor 8 Tabun 1974
Tentang Pokok-Pokck Kepegawaian, Undang-tUndang Nomor 43
‘Tahan 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Undang-Undang
WNomor 99 Tahan 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negers
Sipil; Undang-Undang MNomeor 12 Tahun 2002 Tentang Kenatkan
Pangkat Pegawat Negeri Sipit,

2} bahan hukum sckunder, yattu buku-buku Hukum Kepegawatan &t
indonesia, Administrasi Kepegawaian  Suato  Pengantar;
Admimistrast Negara Swatu Tmjavan Analiik; Penganpgkatan

Dalam Pangkat Pegawal Negenn Sipi;, Hukum Kepegawalan;
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Hukum Kepegawaian Mengenat Kedudukan Hak dan Kewajiban
Pegawat Negeri Sipil; Pengantar Hukum Administras: Negara,
2. Lokasi Penelitian
Penctitian difakukan di Kota Yogyakarta
3. Responden dan narasumber
a) Narasumber, Kepala Badan Kepegawalan Daemh Kotz
Yogyakaria
b} Responden, 36 orang Pepawai Negeri Sipit di ingkungan
Pemenmtahan Kota Yogyakarta (Dinas Kescjahtoraan Sosial,
Dinas Penndusinian dan Koperasi, Bagian Perckonomian dan
Pendapatan Daerah SETDA Kota Yogyakaria)
4 Metode Pemilihan Sampel
Mctode pemiiban sampel dalam perchittan im adalah purposive
random sampling vaifu penentuan sampel tersebyt ditentukan secara tidak
acak. Dalam hal 1 semua responden #idak mempunyar kesempatan yang
sama untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.
5. Anahsis Data
Setelah data terkumpul maka dianalisis secara sisiematis dengan
menggunakan analisa data kualitafif yaitu penults berusaha
mengumpuikan data yang diperoich dari swnber data, kemudian data
tersebut dihabungkan Gongan peraturan perundang-undangan vang berlaku

urtuk mendapatkan kesimpulan, kemudian disajtkan secara deskripnf
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vaitu penulis mencoba menggambarkan secara tepat dan jelas suatu
keadaan atau suatu peristiwa yang diperoleh dari feori, maupun dan hasil
penelitian, seria vang dinyatakan oieh responden berdasarkan kualitasnya,
benar atau tidaknya jawaban yang diberikan oleh responden. Selanjuinva
uniuk menank kesimpulan Gongan mengpunakan metode berfikir deduktif
secara nommaiive vau carms berpikir secara umurn umuk mendapatkan

kesimpuian yang bersifat khusus sesuai aturan yang berlaku.




